BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWES] SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat:

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

¢ a.

BUPATI LUWU,

bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan
dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan
akuntabel untuk  meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan mema jukan kondisi daerah;

bahwa untuk menjabarkan visi misi, dan program
kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi
arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan
daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun mendatang;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029;

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7038);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



12.

13.

Peraturan Daerah Kabuapaten Luwu Nomor 6 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu tahun 2011 Nomor 6});

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Panjang
Daerah Kabuapaten Luwu Tahun 2025-2045 (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

Menetapkan :

dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 - 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Luwu.

Bupati adalah Bupati Luwu

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya  disingkat RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5
(lima) tahun

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah dokumen yang mengatur pemanfaatan
ruang dalam suatu wilayah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai
dengan Tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima)
tahunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.



11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 {satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD, RPJMD
Provinsi dan RTRW.

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memuat:
a. pendahuluan;

b. gambaran umum Daerah;

c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan
daerah;

d. program Perangkat Daerah dan kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah; dan

€. penutup.

(4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3} tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah
dan RKPD dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD
Provinsi, serta kondisi lingkungan strategis di Daerah

Pasal4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 20 Agustus 2020

BUPATI LUWU,

N

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRET AERAH KABUPATEN LUWU,

AIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI
SELATAN



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Luwu berupaya untuk menentukan visi,
misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya
perencanaan jangka menengah daerah yang berlaku dalam jangka
waktu S (lima) tahun. Untuk memberikan dasar yang kokoh bagi
pemerintah daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan
daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahnya
telah berakhir masa berlakunya atau daya gunanya, memberikan
penegasan dibutuhkan peraturan yang baru untuk menjadi dasar
pembangunan daerah jangka menengah selanjutnya

Salah satu aspek perubahan dari Peraturan Daerah terdahulu
ialah memberikan penegasan bahwa untuk penentuan arah
pembangunan jangka waktu 2025-2029 wajib didasarkan pada
dokumen perencanaan sebagai bagian tak terpisahkan dari peraturan
daerah tersebut. Hal ini agar penyelenggaraan pemerintahan daerah
dapat berjalan optimal.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 1



